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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk perjanjian kerjasama Terjadinya Hak Pengelolaan antara 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Desa 

Pringgasela berawal dari Pemerintah Desa Pringgasela mengajukan Hak 

Pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, 

diberikannya Hak Pengelolaan atas tanah dikarenakan lokasi wisata aik 

mencerit berada di Desa Pringgasela sehingga Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lombok Timur memberikan Hak Pengelolaan kepada 

Pemerintah Desa Pringgasela tanpa adanya SK yang dikeluarkan. 

Kemudian Pemerintah Desa Pringgasela memberikan Hak Pakai kepada 

masyarakat untuk mengelola wisata aik mencerit dengan melakukan 

perjanjian secara lisan.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama Pemerintah Desa Pringgasela 

dengan Masyarakat Pengelola wisata Aik Mencerit adalah faktor 

penghambat terdiri dari minimnya anggaran, minimnya sarana dan 

prasarana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan aksesibilitas. 

Adapun faktor pendukung terdiri dari daya tarik, potensi alam, potensi dan 

kearifan lokal, akomodsai, dan atraksi wisata.  

B. Saran 

1. Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan agar kegiatan pariwisata 

dapat terus dikembangkan, khususnya dalam hal media sosialisasi antara 
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Pemerintah Desa dengan pengelola agar tantangan yang muncul dapat 

teratasi, dan juga penyediaan tempat wisata dan spot foto sebagai 

pendukung untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung. 

2. Pemerintah Desa harus terlibat langsung dalam proses pengembangan 

wisata aik mencerit, salah satunya bentuk anggaran yang sampai saat ini 

belum ada dukungan langsung dari Pemerintah Desa. Berkembangnya 

wisata tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat akan tetapi 

meningkatkan pendapatan asli Desa dan Daerah.  
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Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan disebutkan 

bahwa kepariwisataan adalah kegiatan perjalanan yang dapat dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu 

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan tempat 

wisata yang dikunjungi dalam waktu yang terbatas. 
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